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BAB II 

TIMBANGAN DAN JUAL BELI 

 

A. Timbangan 

1. Pengertian Timbangan 

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: mikya>l, 

kayl.1 Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: 

wazn, mi>za>n.
2
 Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk 

mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan 

proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang 

sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang 

merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh 

pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu 

kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu 

timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki 

keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, 

gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat 

ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara 

tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. 

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah 

adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan 

                                                           
1
 Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Indonesia-Arab, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok 

Pesantren al Basyari, 1987), 625. 
2
 Ibid., 704. 
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dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, 

penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan 

diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib 

(petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di 

pasar, ia diperbolehkan mengujinya.
3
 

 

2. Dasar Hukum Timbangan 

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan 

menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya 

dalam Q.S Al-Isra>’ ayat 35 yang berbunyi: 

                                

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 4 
 

Di samping itu Allah S.W.T., mencegah mempermainkan 

timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam 

menakar dan menimbang.
5
 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S 

Al-Muthaffifi>n ayat 1-6 yang berbunyi: 

                                                           
3
 Imam Al-Mawardi,  Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Penerjemah: 

Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 285. 

5
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, 73-74. 
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                           

                            

                     
 

 
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) 
Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 
mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-
orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) Hari (ketika) 
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”6 

 

Nash Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang 

yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka 

menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. 

Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan 

suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain 

memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.
7
 

Dalam Fatwa-Fatwa Jual Beli, seorang pegawai toko roti 

bertanya  tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah 

pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib 

dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan 

perintah dari Allah Ta’ala. Jangan sekali-sekali mentaati orang yang 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 587. 

7
 Sayyid Quthb,Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 12 Ed. Super Lux, Penerjemah: As’ad Yasin, Abdul Aziz 

Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206. 
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menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus 

dipecat dari pekerjaan.
8
   

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan 

takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan 

timbangan, yaitu terdapat dalan Q.S Al-A’ra>f ayat 85 yang berbunyi: 

 

                               

                          

                        

           

 

“dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 
mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 
kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 
barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 
yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-
orang yang beriman".”9 

 

 Nabi Syu’aib memerintahkan umatnya untuk 

menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang melarang 

mereka berbuat curang masalah tersebut.
 10

 Sebagaimana Firman 

Allah dalam QS. Asy-Syu’ara>’ ayat 181-184 . 

                                                           
8
 Syaikh Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy,  Fatwa-Fatwa Jual Beli, Penerjemah: M. Abdul 

Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 232-233 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 161. 

10
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 6, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’i, 2004), 178. 
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                           

                           

         

   
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- 
orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang 
lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan 
kamu dan umat-umat yang dahulu.”11 
 

B. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Dalam bahasa Arab kata jual al-bay’ dan kata beli ash-shara’i 

adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab 

biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan suku kata yaitu al-

bay’.  Secara arti kata al-bay’ dalam penggunaan sehari-hari 

mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.
12

  Kata lain dari 

al-bay’ adalah al-tija>rah, dalam Al-Qur’a>n surat Fa>thir ayat 29 

dinyatakan
13

: 

                              

           

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

                                                           
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 374-375. 
12

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 192. 
13

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73. 
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anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”14 

 

 

 Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan 

“menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.
15

 Secara terminologi 

jual-beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama 

suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut 

bentuk yang diperbolehkan”.
16

 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 

disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. 

Hukumnya adalah boleh. Adapun dasarnya dalam Al-Qura>n 

diantaranya adalah: 

Pada potongan Surat Al-Baqara>h ayat 275, yang berbunyi:
17

 

           ....     

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”18
 

 

Potongan Surat An-Nisa>’ ayat 29, yang berbunyi: 

...            ...     

                                                           
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 437. 
15

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,  (Damaskus: Da>r al-Fikr al Mu’a>shir, 

2005), 3304. 
16

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh... 193. 
17

 Ibid., 193. 
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 47. 



29 
 

 
 

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu...”19 

 
Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat 

memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya 

bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada 

dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang 

mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fikih: 

 

  ريِْ وَالتَّحْ  الْب طْلَانِ  عَلَى دَليْل   يَ ق وْمَ  حَتَّّ  الصِحَّة   مَلَاتِ  وَالْم عَا ألْع ق وْدِ  فِ  صْل   الََْ 

“Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai 
ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”20 
 

3. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan 

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi 2: Pertama, jual beli 

yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang 

tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang 

hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi 

syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi 

kebolehan proses jual beli. 

a) Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. 

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai 

berikut: 

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 

diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan 

                                                           
19

 Ibid., 83. 
20

 Rachmad Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 283. 
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haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, 

bangkai, khamr (minuman yang memabukkan). Dalam hadis 

riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi: 

إِنَّ اللّهَ وَرَس وْلَه  حَرَّمَ بَ يْعَ الْْمَْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْْنِْزيِْرِ وَالَصْنَامِ )رواه البخارى و 
 مسلم(

 
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan 
menjual khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.” (HR. 
Bukhari Muslim).21 
 

2) Jual beli yang belum jelas. 

Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk 

diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, 

baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan 

samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, 

kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan 

yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar 

antara lain
22

: 

i. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau 

telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda 

Nabi SAW: 

                                                           
21

 Imam Bukhari dan Muslim, Shahih Bukhari Muslim: Referensi Hadits Shahih Terlengkap, 

Penyunting: Imron Hakim, L.C., (Jakarta: Quantum Ikhlas, 2016), 917-918. 
22

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., 80-82. 
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حَدَّ ثَ نَا عَبْد  اللَّهِ بْن  ي  وْس فَ أَخْبَ رَناَ مَالِك  عَنْ ناَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
للّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ ع مَرَ رَضِيَ اللّه  عَن ْه مَا أَنَّ رَس وْلَ اللّهِ صَلَّى ا

 بَ يْعِ الثِّمَارِ حَتَّّ يَ بْد وَصَلاَ ح هَا نَ هَى الْبَا بَعَ وَالْم بْتَاعَ 
 

 “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin 

Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 

Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar R.A bahwa Rasulullah 

SAW. Melarang jual beli buah-buahan hingga sampai 

buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk 

penjual dan pembeli.”23 

 

ii. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, 

menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang 

masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam 

kandungan induknya.
 24

 Berdasarkan sabda Nabi SAW: 

  حَبَلِ الْْبََ لَةِ  عليه وسلم نَ هَى عَنْ بَ يْعِ  صلى اللّه رَس وْلَ  اللّهِ  أَنَّ 
 

“Rasulallah SAW melarang menjual (anak) yang 

dikandung dalam perut unta.” 25 

 

3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), 

tidak dapat dilihat. 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini 

dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi 

pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan 
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 Imam Bukhari dan Muslim, Shahih Bukhari Muslim..., 901. 
24

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., 83. 
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 Imam Bukhari dan Muslim, Shahih Bukhari Muslim..., 886. 
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ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-

sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam: 

i. Harus jauh sekali tempatnya. 

ii. Tidak boleh dekat sekali tempatnya. 

iii. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran. 

iv. Harus meringkas sifat-sifat barang secara 

menyeluruh. 

v. Penjual tidak boleh memberikan syarat.
26

 

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. 

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, 

kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk 

diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-

buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini 

dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. 

Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka 

hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan 

manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2: 

...             ...     

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” 27 
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 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 99. 
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5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. 

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan 

penganiayan hukumnya haram, seperti menjual anak 

binatang yang masih bergantung kepada induknya.
28

 

6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang. 

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat 

dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang 

tetap diperbolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi’iyah 

melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang 

atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas 

makanan yang diukur.
29

 

7) Jual beli mula>masah yaitu jual beli secara sentuh-

menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain 

dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti 

telah membeli kain. Hal ini dilarang agama karena 

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 

kerugian dari salah satu pihak. 

Sebagaimana hadis riwayat Bukhari-Muslim, yang 

berbunyi: 

ثَنِِ ع قَيْل  عَنْ ابْ  ثَنِِ اللَّيْث  قاَلَ حَدَّ ثَ نَا سَعِيْد بْن  ع فَيٍْْ قاَلَ حَدَّ نِ حَدَّ
شِهَابٍ قاَلَ أَخْبَ رَنِ عَامِر بْن  سَعْدٍأَنَّ أبَاَ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّه  عَنْه  أَخْبَ رهَ  أَنَّ 
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نَا بذََةِ وَهِيَ طَرحْ  الرَّج لِ ثَ وْبهَ  
 
رَس وْلَ اللّهِ صَلَّى اللّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ الم

ي  قَلِّبَه  أوَْ يَ نْظ رَ إلِيَْهِ وَنَ هَى عَنْ الْم لَا مَسَةِ وَالْم لَا باِ لْبَ يْعِ إِلََ الرَّج لِ قَ بْلَ أَنْ 
 مَسَة  لَمْس  الث َّوْبِ لََ يَ نْظ ر  إلِيَْهِ 

 

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair berkata, 
telah menceritakan kepada saya Al Laits berrkata, telah 
menceritakan kepada saya ‘Uqail dari Ibnu Syihab berkata, 
telah mengabarkan kepada saya ‘Amir bin Sa’ad bahwa 
Abu Sa’id radliallahu ‘anhu mengabarkannya bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang 
muna>badzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya 
sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan 
bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang 
lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga 
melarang mula>masah, yaitu menjual kain dengan hanya 
menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan 
suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu 
harus membeli).” 30

 

 

8) Jual beli muza>banah, yaitu menjual buah yang basah 

dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering 

dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan 

ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
31

 

b) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-

pihak terkait. 

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. 

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu 

barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu 

sebelum penawar pertama diputuskan.
32   
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2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. 

Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar 

agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia 

kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih 

murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, 

terutama yang belum mengetahui harga pasar. 

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, 

kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan 

barang tersebut. 

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah 

tahu bahwa barang itu barang curian/ rampasan, maka 

keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
33

 

 

C. Istihsa>n 

1. Pengertian Istihsa>n 

Secara etimologi, Istihsa>n berarti menganggap baik atau mencari 

yang baik atau menilai sesuatu sebagai baik.
34

  Artinya adalah sesuatu 

yang menjadi kecondongan dan kesenangan seseorang berupa 

imajinasi dan makna, meskipun hal itu dipandang buruk oleh orang 

lain.
35

 Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, ialah meninggalkan 
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 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2014), 197. 
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hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang 

ditetapkan berdasarkan dalil syara’, menuju (menetapkan) hukum lain 

dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara’ 

yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir 

disebut sandaran Istihsa>n.
36

 Istihsa>n merupakan salah satu dalil atau 

dasar-dasar fikih. Istihsa>n berada di urutan setelah dalil-dalil 

sebelumnya, yaitu Al-Qur’a>n, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.
37

 

 

2. Dasar Hukum Istihsa>n 

Penetapan salah satu diantara dua alternatif hukum yang dianggap 

lebih dekat kepada kebutuhan manusia.
38

 Prinsip ini didasarkan pada 

Al-Qur’a>n Surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu: 

                         

                                 

                           

                    

 

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 
bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 
dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka 
(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 
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pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah 
atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur.” 39 
 

3. Macam-macam Istihsa>n 

Adapun macam-macam Istihsa>n terdiri dari dua macam yaitu: 

a) Istihsa>n Qiyasi 

Istihsan qiyasi ialah, suatu bentuk pengalihan hukum dari 

ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada 

ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas khafi, karena 

adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum 

tersebut.  

Contohnya air sisa minuman burung buas adalah suci dan 

halal diminum, seperti: sisa minuman burung gagak atau burung 

elang. Padahal, berdasarkan qiyas jali, sisa minuman binatang 

buas, seperti anjing dan burung buas adalah najis dan haram untuk 

diminum, karena sisa minuman tersebut telah tercampur dengan 

air liurnya, yaitu mengqiyaskan kepada dagingya. 

Sebagaimana diketahui, binatang buas itu minum dengan 

mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Akan 

tetapi, paruh burung buas berbeda dengan mulut binatang buas 

yang tidak langsung bertemu dengan dagingya. Mulut binatang 

buas terdiri atas daging yang haram dimakan, sedang paruh burung 
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buas merupakan tulang atau zat tanduk. Sedangkan tulang atau 

zat tanduk tidak najis. Yang artinya tulang itu kering, tidak basah 

sehingga air tidak najis lantaran menyentuh paruh tersebut. Ketika 

burung buas minum, daging dan air liurnya tidak secara langsung 

bertemu dengan air, karena dipisahkan oleh paruh yang terdiri atas 

tulang atau zat tanduk itu. Oleh karena itu, air sisa minuman 

burung buas tidak najis dan halal menurut Istihsa>n Qiyasi karena 

tidak adanya illat yang menjadikannya najis, yaitu sifat basah 

yang terdapat dalam alat untuk meminum (paruh).
40

 

b) Istihsa>n Istitsna>’i 

Istihsa>n Istitsna>’i ialah, qiyas dalam bentuk pengecualian 

dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, 

kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istihsa>n 

Istitsna>’i dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut: 

1)  Istihsa>n  bi an-Na>sh 

Yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan 

hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaedah yang 

ditetapkan yang mempunyai nash dari Allah SWT. Contohnya 

dalam hal wasiat. Menurut ketentuan umum atau qiyas wasiat 

itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada 

orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat 

tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat.  
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2) Istihsa>n  bi al-Ijma’ 

Istihsa>n dengan Ijma’ ialah suatu peralihan dari hukum pada 

satu-satu masalah yang telah menjadi kaedah umum kepada 

hukum yang diistinbat melalui ijma’. Contohnya adalah dalam 

kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, 

jasa pemandian umum itu harus jelas yaitu berapa lama 

seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia  pakai. Akan 

tetapi, apabila hal ini dilakukan maka akan menyulitkan orang 

banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa 

boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun 

tanpa  menentukan jumlah air dan lama waktu yang 

dipakainya. 
41

 

3) Istihsa>n bi adh-Dharu>rah 

Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu 

kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia 

meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu 

atau mencegah kemudharatan. Contohnya dalam kasus  sumur 

yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit 

untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air sumur 

                                                           
41 Saifudin Nur, Ilmu Fiqh; Suatu Pengantar Komprehensip kepada Hukum Islam, (Bandung: 

Humaniora, 2007), 55. 

 



40 
 

 
 

tersebut, karena sumur yang sumbernya dari  mata air sulit 

untuk dikeringkan. 

4) Istihsa>n bi al-‘urf 

Yaitu  meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas 

menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum 

berlaku, baik ‘urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. 

Contohnya sama dengan contoh istihsa>n yang berdasarkan 

ijma’ yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak 

ditentukan banyak airnya  dan lama pemandian yang 

digunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa 

dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan banyaknya air 

yang terpakai. 

5) Istihsa>n bi al- Maslahah 

Yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang belum 

berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan 

memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip 

kemaslahatan. Adapun ulama’ Malikiyyah mencontohkan 

dengan membolehkan dokter melihat aurat wanita dalam 

berobat. 
42
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D. Standar Nasional Indonesia 

1. Standar dalam Hukum Islam 

Standar dalam hukum Islam dikenal dengan hisbah. Ibn Khaldun 

menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk 

bagian dari amar ma’ruf nahy munkar yang merupakan kewajiban bagi 

seluruh kaum muslimin.
43

 Hisbah sudah ada pada zaman Nabi 

Muhammad SAW. sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang 

menjamin tidak adanya pelanggaran aturan moral dalam pasar 

monopoli, hak konsumen, keamanan, dan kesehatan ekonomi.
44

 

Hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk 

memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan 

syara’ berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan 

mengawasi jalannya jual beli untuk meghilangkan tipuan dan 

sejenisnya. Adapun  pengawas pasar disebut dengan muhtasib. Di 

masa Nabi Muhammad SAW. pernah diangkat petugas yang secara 

khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekah untuk mencegah 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama 

menyusun aturan hisbah ini adalah Umar bin Khattab.
45

 

Hisbah berperan sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang 

memonitor perilaku para pelaku ekonomi agar berjalan sesuai dengan 

koridor dan mekanisme yang menjadi  tujuan-tujuan syari’ah, yaitu 
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kemaslahatan umum  yang ditujukan untuk memelihara agama, diri, 

akal, keturunan dan harta. Sebagai lembaga pengawas ekonomi hisbah 

menjamin tidak terjadinya monopoli, pelanggaran aturan moral dalam 

pasar, hak konsumen, keamanan, dan kesehatan kehidupan ekonomi. 

Hisbah  memerintah pada kebaikan yaitu: 

a) Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak Allah SWT. 

b) Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak manusia. 

c) Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak bersama 

antara hak-hak Allah SWT. dan hak-hak manusia.
46

 

Hisbah  melarang dari kemungkaran yaitu: 

a) Mencegah kemungkaran yang terkait hak-hak Allah SWT. 

b) Mencegah kemungkaran yang terkait hak-hak manusia. 

c) Mencegah kemungkaran yang terkait hak-hak bersama antara 

hak-hak Allah SWT. dan hak-hak manusia.
47

 

Dalam tidak digolongkan pada penipuan barang dagangan dan 

kecurangan. Al-Qur'a>n tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf 

dan nahi munkar yaitu terdapat pada QS. Al-Imra>n ayat 104 yang 

berbunyi: 

 

                                

               

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang 
menyeru kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf dan 
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mencegah yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang 
beruntung." 

48
 

 

2. Pengertian Standar Nasional Indonesia 

Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang 

berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite 

Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia dan ditetapkan oleh 

Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia merupakan 

salah satu hisbah yang ada di Indonesia karena mempunyai tujuan 

yang sama dalam mengawasi pasar. Sedangkan yang bertindak 

sebagai muhtasib adalah Badan Standarisasi Nasional. 

 

3. Landasan Hukum Standar Nasional Indonesia 

Standar Nasional Indonesia berlandaskan hukum pada PP 102 

Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Standar Nasional 

Indonesia merupakan subsistem dari Sistem Standardisasi Nasional  

(SSN) yang pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, 

teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan 

(stakeholder ) yang terlibat proses pencapaian  kesepakatan. 
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Pengembangan suatu standar melalui 2 (dua) pendekatan berbeda, 

yaitu: 

a) Berbasis konsensus, kesepakatan terhadap suatu rancangan 

standar di kalangan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

b) Berbasis scientific evidence, kesepakatan terhadap suatu 

rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara 

ilmiah. 

Mengacu pada pedoman tentang Pengembangan Standar Nasional 

Indonesia. Mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan 

perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan Standar Nasional 

Indonesia. Agar Standar Nasional Indonesia memperoleh 

keberterimaan yang luas diantara para stakeholder, maka sesuai 

dengan WTO Code of good practice pengembangan Standar Nasional 

Indonesia harus memenuhi sejumlah norma, yakni: 

a) Openess 

Terbuka bagi agar semua stakeholder  yang berkepentingan 

dapat berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional 

Indonesia. 

b) Transparency 

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan 

dapat mengikuti perkembangan Standar Nasional Indonesia mulai 

dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap 
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penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua 

informasi yang berkaitan dengan pengembangan Standar Nasional 

Indonesia. 

c) Consensus and impartiality 

Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder 

dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. 

d) Effectiveness and relevance 

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan 

karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Coherence 

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar 

perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari 

perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan 

internasional. 

f) Development dimension 

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan 

kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan 

daya saing perekonomian nasional.
49
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4. Penerapan Standar Nasional Indonesia 

Penerapan Standar Nasional Indonesia pada dasarnya bersifat 

sukarela. Maka dari itu untuk menjamin keberterimaan dan 

pemanfaatan Standar Nasional Indonesia secara luas, penerapan 

norma-keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan 

dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar 

internasional - merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk 

keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, 

perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan Standar Nasional 

Indonesia tertentu secara wajib. 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia wajib dilakukan 

melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang 

memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran 

produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak 

memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia menjadi terlarang. 

Dengan demikian pemberlakuan Standar Nasional Indonesia wajib 

perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah 

dampak sebagai berikut: 

a) Menghambat persaingan yang sehat; 

b) Menghambat inovasi; dan  

c) Menghambat perkembangan UKM. 
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Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan Standar 

Nasional Indonesia wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki 

tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan 

peredaran produk mutlak diperlukan 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia wajib perlu didukung 

oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan 

kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan Standar 

Nasional Indonesia wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar 

untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum 

memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia. Apabila fungsi 

penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang 

bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi Standar Nasional 

Indonesia yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah 

satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. 

Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari 

pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.
50

 

 

5. Daftar Produk yang Wajib Memenuhi Standar Nasional Indonesia 

Dari penerapan Standar Nasional Indonesia yang pada dasarnya 

bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan 

umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan 
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pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat  

memberlakukan SNI tertentu secara wajib. 

Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda SNI. 

Apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang 

tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di 

wilayah RI.  Sedangkan suatu produk  yang berada di luar daftar yang 

wajib, Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut 

memiliki keunggulan (value added),  tapi tidak melarang peredaran 

produk sejenis yang tidak bertanda SNI. 

Dibawah ini adalah daftar produk yang sudah diwajibkan untuk 

memenuhi SNI:
51

 

No. Produk No. Produk 

1. AC (Air Condiitioner) 

untuk keperluan rumah 

tangga 

54. Kopi instan 

2. Air mineral alami 55. Korek gas 

3. Air minum dalam kemasan 56. Kulkas 

4. Aluminium Sulfat 57. Lampu pijar 

5. Asam Sulfat teknis 58. Lampu swa ballast 

6. Baja batangan untuk 

keperluan umum/ Bj. KU 

59. Luminer kegunaan umum 

7. Baja lembaran dan 

gulungan canai dingin 

(Bj.D) 

60. Luminer lampu sorot 

8. Baja lembaran dan 

gulungan Lapis Paduan 

Aluminium-Seng (Bj. 

L.AS) 

61. Luminer Tanam 

9. Baja lembaran lapis seng 62. Luminer untuk 

pencahayaan jalan umum 

10. Baja lembaran, Pelat, dan 63. Mainan anak 
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Gulungan Canai Panas (Bj. 

P) 

11. Baja profil H 64. Mesin cuci 

12. Baja profil I-Beam 65. Minyak goreng sawit 

13. Baja profil kanal U 66. Pakaian bayi dan asesoris 

pakaian bayi 

14. Baja profil siku sama kaki 67. Pelek kendaraan bermotor 

15. Baja profil WF 68. Pemutus sirkit untuk 

keperluan rumah tangga 

16. Baja tulangan beton 69. Penyambung pipa berulir 

dari besi cor meleabel 

hitam 

17. Baja tulangan beton bentuk 

gulungan 

70. Perlengkapan-kendali 

lampu 

18. Baja tulangan beton hasil 

canai ulang 

71. Persyaratan umum instalasi 

listrik 2000 (PUIL  2000) 

19. Ban dalam kendaraan 

bermotor 

72. Plastik tangki air silinder 

20. Ban mobil penumpang 73. Pompa air 

21. Ban sepeda motor 74. Produk melamin 

perlengkapan makan dan 

minum 

22. Ban truk dan bus 75. Pupuk amonium sulfat 

23. Ban truk ringan 76. Pupuk fosfat alam 

24. Baterai primer 77. Pupuk kalium klorida 

25. Biskuit 78. Pupuk NPK padat 

26. Cermin kaca lembaran 

berlapis aluminium 

79. Pupuk super pospat 

27. Cermin kaca lembaran 

berlapis perak 

80. Pupuk triple superposfosfat 

28. Garam yodium 81. Pupuk urea 

29. Gula kristal mentah (raw 

sugar) 

82. Regulator tekanan rendah 

tabung baja LPG 

30. Gula kristal putih 83. Regulaator tekanan tinggi 

tabung baja LPG 

31. Gula kristal rafinasi 84. Sakelar untuk instalasi 

listrik rumah tangga 

32. Helm 85. Selang karet LPG 

33. Kabel berinsulasi PVC 

dengan tegangan pengenal 

sampai dengan 450V/750V 

– bagian 3: kabel 

nirselubung untuk 

perkawatan magun 

86. Selang termoplastik 

elastomer kompor LPG 

34. Kabel berinsulasi PVC 87. Semen masonry 
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dengan tegangan pengenal 

sampai dengan 450V/750V 

– bagian 4: kabel 

berselubung untuk 

perkawatan magun 

35. Kabel berinsulasi PVC 

dengan tegangan pengenal 

sampai dengan 450V/750V 

– bagian 5: kabel fleksibel 

88. Semen portland 

36. Kabel daya dengan insulasi 

terekstruksi dan 

lengkapnya untuk voltase 

pengenal dari 1 kV (Um = 

1,2 kV) sampai dengan 30 

kV (Um = 36 kV) – Bagian 

2: kabel untuk voltase 

pengenal 6 kV(Um = 7,2 

kV) sampai dengan 30 kV 

(Um = 36 kV) 

89. Semen portland campur 

37. Kabel daya dengan insulasi 

terekstruksi dan 

lengkapnya untuk voltase 

pengenal dari 1 kV (Um = 

36 kV) – Bagian 1: kabel 

untuk voltase pengenal 1 

kV(Um = 1,2 kV) sampai 

dengan 3 kV (Um = 3,6 

kV) 

90. Semen portland komposit 

38. Kaca kendaraan bermotor 91. Semen portland pozolan 

39. Kaca lembaran 92. Semen portland putih 

40. Kaca untuk bangunan – 

blok kaca 

93. Seng oksida 

41. Kakao bubuk 94. Sepatu pengaman dari kulit 

42. Kalsium Karbida (CaC2) 95. Sepeda roda dua 

43. Karet perapat (Rubber 

Seal) pada katup tabung 

LPG 

96. Setrika listrik 

44. Katup tabung baja 97. Sodium Tripolifosfat 

(STPP) 

45. Kawat baja kuens (quench) 

temper untuk konstruksi 

beton pratekan 

98. Spesifikasi meter air 

minum 

46. Kawat baja tanpa lapisan 

untuk konstruksi beton 

pratekan 

99. Tabung baja LPG 
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47. Kawat baja untuk minyak 

dan gas bumi 

100. Tali kawat baja 

48. Keramik tabelware 101. Tali kawat baja untuk 

minyak dan gas bumi 

49. Keramik ubin 102. Tepung terigu 

50. Kipas angin untuk 

keperluan rumah tangga 

103. Tujuh kawat baja tanpa 

lapisan dipilin untuk 

konstruksi beton pratekan 

51. Kloset duduk 104. Tusuk-kontak dan kotak-

kontak untuk keperluan 

rumah tangga 

52. Kompor gas bahan bakar 

LPG satu tungku dengan 

sistem pemantik mekanik 

105. TV-CRT 

53. Kompor gas tekanan 

rendah jenis dua dan tiga 

tungku dengn sistem 

pemantik 

  

 

6. Ketentuan Standar Nasional Indonesia Kadar Emas. 

Emas merupakan barang bernilai tinggi dan dapat digunakan 

sebagai perhiasan, bahan industri, bahkan untuk tujuan investasi. 

Emas murni yang dicampur dengan menggunakan logam lain disebut 

perhiasan emas. Perhiasan emas diminati oleh semua strata lapisan 

masyarakat. Pangsa pasarnya tidak hanya domestik tetapi juga telah 

mampu memasuki pasaran internasional. Sejak dahulu dalam 

perdagangan emas dinyatakan dalam satuan karat. tetapi akhir-akhir 

ini kadar dinyatakan dalam prosen kadar emas. 
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Menurut Standar Nasional Indonesia No. SNI 13-3487-2005 

standar karat kadar emas sebagai berikut
52

: 

Kadar Emas ( % ) Karat 

99,00 – 99,99 24 

94,80 – 98,89 23 

90,60 – 94,79 22 

86,50 – 90,59 21 

83,30 – 86,49 20 

78,20 – 82,29 19 

75,40 – 78,19 18 
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